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KATA PENGANTAR

Laporan  Akuntabilitas Kineria Instansi  Pemerintah (LAKIP) | Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jaburlg Timur
merupakan pelaksanaan dari instruksi Presiden Rl Nomor 5 tahun 2005.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitgs Kinerja

Instansi Pemerintah yang diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kineria dan
Pelaporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah. LAKIP yang telah diusun ini
adalah sebagai laporan pertanggung jawaban Badan Penanggulangan Bencana
Daerah  Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai berbegai Hegiatan
kelembagaan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam perlbuc’ron
laporan ini, saran dan masukan dari semua pihak akan membantu perbaikan| dimasa
mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kineria (LAKIP) ini kami sampaikan ebagai
bahan masukan dan pertanggungjawaban kami kepada Bupati Tanjung Pabung
Timur

i | Lakis 878D 2023




DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi

BABI PENDAHULUAN

B. Anailisis Capaian Kinerja

C. Penugasan/Kegiatan Lain

D. Realisasi Keuangan

E. Perbaikan Rencana Kinerja
BAB IV PENUTUP

Lampiran

ii | Lokss BPED 2023

QO Nisasi




BAB |
PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

esuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3| Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Béncana
Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerjntahan
Daerah di bidang penanggulangan bencana yang berada dibawgih dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Paerah
mempunyai  tugas membantu  Bupati  dalam pengkoordinasian, |fasilitcsi
perumusan  kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencand yang

menjadi kewenangan pemerintahan Daerah, dalam menjalankan Tugas fersebut
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jcbunt(s'l'lmur
menyelenggarakan fugsi sebagai berikut:
1. penyelenggaraan penanggulangan  bencana  yang menfcakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi,| serta
rekonstruksi secara adil dan setara;

2. pelaksanaan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bdncana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan rurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara:
pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang terkait dengan penanggulangan blcanc

yang diberikan oleh Bupati.

B. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tang
Penanggulangan  Bencana, penyelenggaraan pencngguIngon
bencana terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yang meliputi:
a. prabencana;

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada talapan

prabencana adalah sebagai berikut:
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1. dalam situasi tidak terjadi bencana: dan
a. perencanaan penanggulangan bencana:
b. pengurangan risiko bencana;
C. pencegahan;
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
€. persyaratan analisis risiko bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan; dan
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
2. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
a. kesiapsiagaan;
b. peringatan dini; dan
c. mitigasi bencana
b. saat tanggap darurat: dan

1. pengkdjian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerdsakan,
dan sumber daya;

il

penentuan status keadaan darurat bencana:;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana:
4. pemenuhan kebutuhan dasar:
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
C. pascabencana
1. rehabilitasi; dan
2. rekonstruksi.

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tang
Penanggulagan Bencana dalam penyelenggaraan pencmgguIngon
bencana terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yang meliputi:
I. Prabencana, kegiatan yang dilaksanakan pada tahapan ini addlah:
a. dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi kegiatan:

1. perencanaan penanggulangan bencana:

2. pengurangan risiko bencana:
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pencegahan;
pPemaduan dalam perencanaan pembangunan;
persyaratan analisis risiko bencana:

pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;

g O e W

pendidikan dan pelatihan; dan
8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, meliputi
kegiatan:
1. kesiapsiagaan;
2. peringatan dini; dan
3. mifigasi bencana
2. Tanggap Darurat, kegiatan pada tahapan ini adalah:
a. pengkgjian secara cepat dan tepat terhadap |lokasi,
kerusakan, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana:

penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencanag;

2]

pemenuhan kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

~ 0 o

pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
3. Pasca Bencana, kegiatan pada tahapan ini adalah:
a. Rehabilitasi, dengan melakukan kegiatan:

1. perbaikan lingkungan daerah bencana:
perbaikan prasarana dan sarana umum:;
pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
pemulihan sosial psikologis;
pelayanan kesehatan;
rekonsiliasi dan resolusi konflik;
pemulihan sosial ekonomi budaya;
pemulihan keamanan dan ketertiban:

W ® N OO A W

pemulihan fungsi pemerintahan; dan

10. pemulihan fungsi pelayanan publik
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b. rekonstruksi, dengan melakukan kegiatan:

k

2
2 |
4

D. Struktur Organisasi

pembangunan kembali prasarana dan sarana;
pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masy:

brakat;

Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan

peralatan yang lebih baik dan tahan bencana:

partisipasi  dan  peran  serta lembaga dan  ordganisasi

kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budayaq;
peningkatan fungsi pelayanan publik: dan

peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daaerah Nomor 14 Tahun 2013, struktur ordanisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabun
terdiri dari 4 (empat) Bidang. Masing-masing Bidang mempunyai
Jabatan Fungsional. Untuk urusan Tata Usaha, Badan Penanggu

Timur
(dua)
cngan

Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai 1 (saju) sub

bagian dibawah Sekretariat dan di bantu 2 (dua) Jabatan Fungsional.
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BAGAN 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
TIMUR
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1. Kepala Pelaksana

Tugas dan Fungsi:
Tugas:
membantu Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Dadrah
dalam melaksanakan
penanggulangan yang meliputipra
bencana, saat tanggap darural dan
pasca bencana secara terintegyasi

Fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat |daerah
lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lgmbaga
usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahpp pra
bencana dan pasca bencana;
b. pelaksanaan pengerahan sumber daya manusia, peralatan} logistik
dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada
di daerah serta langkah-langkah Iain yang diperlukan dalam rangka
penanganan darurat bencana; dan
c. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan|baik di
dalam maupun di luar organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas dan Fungsi:
Tugas:
memberikan pelayanan teknis dccT1
administratif kepada seluruh satu
organisasi di lingkungan Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah

Fungsi:

a. pengelolaan urusan kepegawaian;
b. pengelolaan urusan keuangan;

C. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
d. pengelolaan urusan umum.

3. Sub Bagian Umum
Tugas dan Fungsi:
Tugas:
melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pengelolaan urusa
umum dan urusan ketofcusohch\

Fungsi:
a. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendadgn dan
pengiriman;

b.  penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi:
c. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi:
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g.
h.

4. Sub Bagian Kepegawaian
Tugas dan Fungsi:

Tugas:
melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pengelolaan urusg
kepegawaian

Fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan

5. Sub Bagian Keuangan
Tugas dan Fungsi:

penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpirgan dan

protokol;
penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;

pengamanan;

dan

penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan pefialanan

penyiapan bahan pengelolaan  urusan  rumah fcngT

dinas; dan
penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan
kepegawaian di lingkungan badan;
penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan|
fungsional di lingkungan badan; dan

n

penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai

di lingkungan badan.

Tugas:
melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pengelolaan urusan

keuangan
Fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gpaji. dan
pembayaran gaji pegawai;
b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan ddn tata
usaha keuangan; dan
C. penyiapan bahan peloksanaan urusan pembukuan, perhitungdn, dan
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6. Bidang Bina Program
Tugas dan Fungsi:

Tugas:
melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perdmusan
dan pelaksanaan penyusunan rencana program gerta
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana secard
terintegrasi.

Fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program
penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi;

b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyaijian data dan
informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program
penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi; dan|

C. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan program
penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat
tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi.

7. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Program
Tugas dan Fungsi:
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
koordinasi dan penyusunan rencana program serta
pengumpulan, pengolahan, penydijian data dan informasi
yang berkaitan dengan pelaksanaan program program
penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana secara
terintegras.

8. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Tugas dan Fungsi:
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksahaan
koordinasi dan penyusunan rencana program serta
pengumpulan, pengolahan, penyaijian data dan inforfhasi
yang berkaitan dengan pelaksanaan program progra
penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat 1ongrop
darurat dan pasca bencana secara terintegras.
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A

10.

11.
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Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan
Tugas dan Fungsi:
Tugas:

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaks;r:akon

penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penceg

bencana pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalarh

terdapat ancaman bencana.

Fungsi:

a. pelaksanaan analisis dan pengembangan
informasi potensi bencana daerah:

b. pelaksanaan penyusunan peta rawan
bencana;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan
kerjasama  pendidikan, pelatihan  dan
penyuluhan pembinaan kegiatan
pencegahan dan mitigasi bencana;

d. pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan mitigasi bencana

an

situasi

dalam

penyusunan rencana tata ruang, pembangunan infrastrukfur dan

tata bangunan;
e. pelaksanaan pengembangan, pengujian dan penerapan|
peringatan dini terfjadinya bencana: dan

sistem

f.  pelaksanaan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhdn dan

simulasi tentang mekanisme tanggap darurat.

Sub Bidang Pencegahan

fugas:

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas
melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis,
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
pengembangan, pengujian dan penerapan sistem
peringatan dini terjadinya bencana serta
bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan simulasi tenta
mekanisme tanggap darurat

Sub Bidang Kesiapsiagaan
Tugas:

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan

S ub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melakukan

dan penerapan sistem peringatan dini terjadinya be
serta bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluharn
simulasi tentang mekanisme tanggap darurat

perumusan dan pelaksanaan pengembangan, penijjion

ana
dan




12. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Tugas dan Fungsi:

Tugas:
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan koordjnasi,
fasilitasi perumusan dan pelaksanaan
penanganan darurat pada saat terjadnya
bencana serta penyediaan kebutuhar dasar
dan logistik setelah terjadinya bencand..

Fungsi:
a. pelaksanaan persiapan  penetapan  status  keadaan  Harurat
bencang;

b. pelaksanaan koordinasi, kerjiasama dan pengerahan sumbgr daya
dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencpna;

c. pelaksanaan, inventarisasi, identifikasi dan perlindungan tefhadap
kelompok rentan korban bencana;

d. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi danjjumiah
korban bencana;

e. pelaksanaan pengkdjian secara cepat dan tepat terhadag lokasi,
kerusakan dan kerugian terjadinya bencana;

f. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan  analisis gangguan
pelayanan umum dan pemerintahan;

g. pelaksanaan kerjasama penyediaan pangan, sandang, pel@yanan
kesehatan, psikososial serta penyediaan tempat penampung$in dan
tempat hunian; dan

h. pelaksanaan kerjasama pemenuhan kebutuhan air bersih dan kanitasi
bagi masyarakat korban bencana.

13. Sub Bidang Tanggap Darurat
Tugas dan Fungsi:
Sub Bidang Tanggap Darurat menfounyai
tugas  melakukan  pengumpulan | data,
penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan  persiapan  penetapan | status
keadaan darurat  bencana, koofdinasi,
kerjasama dan pengerahan sumber daya dalam penyelamatgn dan
evakuasi masyarakat korban bencana, inventarisasi, identifikabi dan
perlindungan terhadap kelompok rentan korban bencana, inverftarisasi
dan identifikasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana, pengkajian
secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kdrugian
terjadinya bencana serta inventarisasi, identifikasi dan anailisis gangguan
pelayanan umum dan pemerintahan.

14. Sub Bidang Logistik
Tugas dan Fungsi:
Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan| data,
identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelakshnaan
kerjasama penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan,
psikososial serta penyediaan tempat penampungan dan tempat hunian
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15. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas dan Fungsi:
Tugas:
Bidang Rehabilitasi dan Rekdnstruksi
mempunyai tugas penyiapan kogrdinasi,
fasilitasi perumusan dan pelakbanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat
bgncana.

Fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonontis,
sosial budaya, pelayanan kesehatan, fungsi pemerintahan, pelgyanan
publik, keamanan dan ketertiban;

b. pelaksanaan kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik daf
kondisi sosial, ekonomi dan budaya:

c. pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial
budaya masyarakat;

d. pelaksanaan kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasagana
umum;

e. pelaksanaan kegiatan pembangunan kembali prasarana dan s¢rana
sosial masyarakat dan keagamaan; dan

f. pelaksanaan kerjasama dan pengembangan partisipasi IembcT dan

organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikan ¢lan
pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prasarana yang rusak
akibat bencana.

16. Sub Bidang Rehabilitasi
Tugas dan Fungsi:

= ub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas meldikukan

H___ / S pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyicpon’taohon

perumusan dan pelaksanaan kegiatan pemulihag sosial

psikologis, sosial ekonomis, sosial budaya, peldyanan

kesehatan, fungsi pemerintahan, pelayanan publik, keafanan

dan ketertiban, kegiatan peningkatan fungsi pelayanar publik

dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kdgiatan
pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarokat.
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17. Sub Bidang Rekonstruksi
Tugas dan Fungsi:

pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapar] bahan

N Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas mejakukan

perumusan dan pelaksanaan kegiatan perbaikan
lingkungan, sarana  dan  prasarana  umum,  kggiatan
pembangunan kembali prasarana  dan  saranal sosial
masyarakat  dan  keagamaan  serta  kerjasam dan
pengembangan  partisipasi  lembaga dan  orfanisasi
kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam perbaikgn dan
pembangunan kembali lingkungan, sarana dan prdsarana
yang rusak akibat bencana.

Jumlah pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ka paten

Tanjung Jabung Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 26 orang ASN, § Orang
PHTT dan 27 Orang Tenaga Team Reaksi Cepat (TRC). Jika diban ingkan
dengan posisi per 1 Januar 2023 maka secara total pegawdi tidak

mengalami penambahan. Jumlah pegawai tersebut dapat diklasifkasikan

berdasarkan golongan, terdapat pada Tabel 1.1 dan berdasarkan jgbatan,

terdapat pada Tabel 1.1.
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TABEL 1.1

JUMLAH DAN KLASIFIKASI PEGAWAI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PER 31
DESEMBER 2020 BERDASARKAN GOLONGAN




E. Sistematika Penyajian

Laporan  Kinerja  menginformasikan  pencapaian kinerjia  Bf
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
selama Tahun 2023 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) T
2020 yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Beng
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mencapai kinerja sek
upaya memenuhi misi organisasi. Melalui pembandingan tersebut

dan

fimur

nhun

ana

agai
bkan

diperoleh celah kinerja (Performance Gap) untuk disempurnakan kerfhbali

dalam rencana kinerja berikutnya.

Sistematika penydijian Laporan Kinerja Tahun 2023, adalah sebagai befkut:

BAB i

BAB Il

BAB il

BAB IV
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PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi uraian singkat mengenai Rencana Strategis (!]:ensiro)

PENDAHULUAN

Berisi uraian umum mengenai tugas, fungsi dan welenong

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ka

paten

Tanjung Jabung Timur, aspek strategis, kegiatan dan produk,

struktur organisasi serta sistematika penyajian.

2016-2021 yang menggambarkan visi, misi, tujua
sasaran, Indikator Kinefia Utama (IKU). Selain ity
diuraikan juga mengenai Perjanjian Kinerja tahun 2(

AKUNTABILITAS KINERJA

dan
akan
23.

Berisi uraian mengenai capaian kinerja yang meliputi Josoron

strategis dan sasaran program Badan Penangg
Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur,
lainnya, serta akuntabilitas keuangan tahun 2023.

PENUTUP

Berisi uraian singkat mengenai keberhasilan dan kegc

angan
kinerja

galan,

permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja kedeputian, serta langkah-langkah perbaikan
yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang.

kinerja




BAB I

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2024

Rencano Strategis  (Renstra) pada dasamya merupakan  ddkumen

perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, ketpijakan,

program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungpi yang
akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab bpaten
Tanjung Jabung Timur. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Paerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari RPJMD

B

1.
2.
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upati Tanjung Jabung Timur yang disusun dengan memperhatikan:

RPJMD Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 — 2026
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bgncana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tamfbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pefaturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahdn 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun
2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Ioeroh

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
telah menetapkan visi yang menjadi arah perkembangan organisasi df masa
mendatang. Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yand harus
dilaksanakan oleh seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Qaerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5
(imai) misi.




1. Pernyataan Visi
i

Visi adalah gambaran dan harapan yang menantang tentang kgadaan
masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkdn oleh

suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan , keman$i dan

bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetogp eksis,
antisifatif, inofatif serta produktif. Perwujudan tujuan dan sasarap yang
ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tedcermin
dari Visi dan Misi pembangunan.
serta tercapainya kelancaran pembangunan yang berkesinambpngan.
Dalam  melaksanakan  tugas pokok  dan fungsinya, [Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabund Timur
Mendukung Visi Bupati Tanjung Jabung Timur.

Visi Bupati Tanjung Jabung Timur:

“WENINGKATKAN KESEIRRTERRRAN RAKYRT (WERBKYRT) '

2. Pernyataan Misi
i
Visi yang telah ditetapkan merupakan kesepakatan yang | harus

dilaksanakan oleh seluruh jojaran Badan Penanggulangan Behcana
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mencapai visi tel:sebut
Bupati Tanjung Jabung Timur menetapkan misi sebagai berikut:
» Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang bertumpu | pada

Sektor Pertanian dan Perikanan

Membangun Sumberdaya Manusia yang Uanggul | dan

Vv

Berdaya Saing

» Meningkat Investasi Daerah yang Kompentitif dan Lest[:i
» Mewujudkan Reformasi Birokrasi guna Peningkatan
Pelayanan Publik dan Tatanan Kehidupan yang Nyaman dan

Harmonis
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3. Tujuan dan Sasaran Strategis
5

Penjabaran atau implementasi dari pemyataan misi yang akan dicapai
dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dituangkan dalam|tujuan
strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tpnjung
Jabung Timur. Tujuan akan menjadi  arah  perjalanan  |Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tinjur dan
perbaikan-

perbaikan yang diinginkan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tinjur.
Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
telah menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

BAGAN 2.1
TUJUAN STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BEN[CANA
DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMU

Terwujudnya kesadaran, kesiapan, dan
kemampuan pemerintah, swasta, masyarakat

 dalam upaya penanggulangan bencana

melalu

penduk

dan efisien

Terkait dengan tujuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerfih

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sasaran strategis sebagdi
berikut:

a. Melakukan pertolongan terhadap masyarakat korban bencana sechra
cepat dan tepat.

b. Mewujudkan kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi untuk masyarakaf
korban bencana
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4. Program dan Kegiatan

[l

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten rnjung
a

Jabung Timur mencerminkan tugas dan fungsi yang berisi kegiat

mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Kegiatan pengawasan mencerminkan tugas dan fungsi Direktora
berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output). Ke
pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab

untuk

t yang
giatan

bpaten

Tanjung Jabung Timur terdiri dari:
1. Program Penunjang Urusan Pemeriniah Daerah Kab/Kota

Kegiatan yang dilaksanakan:

a.
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Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perfingkat

Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara laif:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun sub kegiatan

yang dilaksanakan antara lain:

- Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Vgrifikasi
Keuangan SKPD

. Administrasi  Kepegawaian Perangkat Daerah. Adapuf  sub

kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugds dan
Fungsi

- Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah. Adapun sub kegiataf yang

dilaksanakan antara lain:

- Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan  Banjgunan
Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Unda hgan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD




e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perderintah
Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara laih:
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapang
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun
sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
- Penyedia Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air
g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemkrintah
Daerah. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara laih:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan da Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabditan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
2. Program Penanggulangan Bencana
Kegiatan yang dilaksanakan:
h. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Befcana.
Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prafarana
Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk  pencegahar] dan
kesiapsiagaan
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
i. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. A Hapun
sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain:
- Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota
- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Behcana
Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evokuasi Horban
Bencana Kabupaten/Kota
- Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penydkit
j. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

18 | Lakis BPBD 2023




5. JSasaran Program
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Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabgpaten
Tanjung Jabung Timur memuat sasaran yang ingin dicapai melaluf proses
penetapan kegiatan tahunan dari indikator program, kebijakdn dan
sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana startegis| yang
menghasilkan rencana kerja, ada pun Rencana Kinerja pada tahydn 2023
yaitu:

1. Terwujudnya peningkatan kuaiitas sumberdaya dan pelayanan aparaturfyang handal
dan tangguh;
2. Jumlah aparatur dan masyarakat yang mengikuti bintek relawan dan aparatur
penanggulangan bencana (PB);
3. Terwujudnya koordinasi, singkronisasi dan kerjasama yang efektif dalam |pelaksanaan
program PB serfa peningkatan kineria aparatur dalam mewujudkan tata pemerintahan
yang baik.
4, Persentase pe
~ penyeleng

laksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se-Provinsi fambi dalam




6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran program,
ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

' I Mewujudkan system penanganan kedaruratan bencan i yang
i efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan
| kedaruratan, peningkatan saran dan prasarana penduk ung
| serta peningkatan system logistik dan peralatan

: Mewujudkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi Jasca
| bencana yang lebibh baik, dengan pendanaan yang ters «dia
L

yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggdran
untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasgran
strategis.

Target dari indikator kineria sasaran program dan sasaran kegidtan

ditetapkan dalom bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai denljan
karakteristik indikator yang digunakan. Satuan ditetapkan dalam befituk
kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai ufituk
menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Progfam
yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegidtan
dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).
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Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupgiten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Sasaran
Strateqis

Indikator
Kinerja

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Targed

Program/Kegiatan

Ang jaran

Melakukan Persentase Korban 1. Program Penunjang Rp. 4.351.
pertolongan | masyarakat | dapat Urusan Pemerintah
terhadap yang diselamatkan Daerah Kab/Kota
masyarakat ditolong mencapdai
korban terhadap 100%
bencana jumiah total
secara cepat | masyarakat
dan tepat yang
mengalami
bencana
Mewujudkan | Persentase 100 % dari 1. Program Rp. 1.094.338.734.-
kegiatan jumiah masyarakat Penanggulangan
Rehabilitasi masyarakat | terkena Bencana
dan yang musibah
Rekontruksi diberikan
untuk bantuan
masyarakat terhadap
korban jumlah total
bencana masyarakat
yang
mengalami
bencana
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BAB lii
AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ldalam
tahun 2021 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah
ditetapkan.

Dalam uraian berikut disajikan  pula  akuntabilitas Badan Penanggukingan

Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari aspek keuangan, umber
daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang penc paian
sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengpkuran
kinerja yang mencakup penetapan indikator kineria dan penetapan cépaian
indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian shsaran
dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

A. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegggalan
pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Stfategis
(Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kineria menfcakup
penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja
(PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan fintara
target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan Jrumus
bahwa semakin tinggi redlisasi menggambarkan pencapaian rehcana
tingkat capaian yang semakin baik.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Badan Penanggulpingan
Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan 5| (iima)
sasaran program dan 3 (tiga) sasaran kegiatan. Capaian sasaran prpgram
dan sasaran kegiatan tersebut disajikan pada Tabel 3.1.
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Tabel 3.1
N Capain Kinetja Ovicome
Sasaran e ISR o Realisasi
Persentase Desa _
Tantaim Baniana 32,26 % 2581% 2903% | 31,18% 113,33 %
Persentase
laporan kejadian
Melindungi yang .
Masyarakat | ditindakianjufi MR A ) J0k () Tea% (. Todk ) [ 100%
dari Bencana | tepat wakiu
[sesuail SOP)
Persentase
Masyarakat
kerban yang 100 % 100% 100% 100 % 1006 100 %
diberlkan bantuan
Peningkatan Nilqi IKM (Indeks
Pelayanan Kepuasan 78 74 75 78 80 100 %
Publik, Masyarakat)
AEURIRIREE | el AR teitRtcn
Kinerja dan Kineria (AKIP) 72 68,60
Keuangan o

Rata-rata capaian outcome tahun 2023 sebesar

Indikator kingria

outcome tahun 2022 dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjpng

Jabung Timur, dengan indikator kinerja output.

B. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjyng

Jabung Timur memuat capaian target — target yang terukur

ari

perolehan masing — masing indicator kinerja. Penilaian ini dilakukan urftuk

mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kingria

yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagdian

dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dari hasil pengumpulan dpta

selanjutnya ditetapkan standar pencapaian kinerja dengan skala ordifas!

sebagai berikut:
Tabel 3.2

Standard an Ketegori Pengukuran Kinerja

1 Lebih dari 85% Sangat Baik
2 70 % s.d Kurang dari 85% ~ Baik

B 55 % s.d Kurang dari 70% Cukup
4 “Kurang dani 55% Kurang
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Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja, pengukdran
kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan pengharggan
maupun hukuman kepada pelaksanan kegiatan, namun digunakan uttuk
menilai tingkat efektivitas hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan keria
guna meningkatkan kinerja organisasi.

Dari table pengukuran kinerja diatas dapat  dielaskan

pencapaian kinerfjia Badan Penannggulangan Bencana Dadrah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 dari masing - masing soslan

sebagai berikut.

1. Melindungi Masyarakat Dari Bencana
Analis capaian kineria pada sasaran pertama dapat di lihat pdda

table dibawah ini.

Tabel 3.3
Analis Capaicm Kinerja Scsarcn 1

Persaniose Desa Tangguh

__| Bencana i
2 | Persentase laporan ke;od‘an. L :
yang ditindaklanjuti tepat 100 % 100 % 140 %

waktu (sesuai SOP)

"3 | Persentase Masyarakat koroan| .. Vb .
- yang diberikan bantuan i Ve i b i

Berdasarkan table standar dan kategori pengukuran kineria ba

diatas sebesar 113,33 %, 100 % dan 100 % dengan kategori sangat
Tahun 2023 redlisasi capaian kinerja untuk  ketiga indicator di
adalah sebagai berikut:
a. Indikator Persentase desa tangguh bencana dari target 32,2¢ %

o
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sefiap kejadion bencana sudah ditindak lanjuti semua dengan
target waktu ke lokasi 0,5 jam;

c. Indikator Persentase Masyarakat korban yang diberikan bantpan

dari target 100% telah teredlisasi 100% dengan perseniase
pencapaian sebesa 100% dimana pada tahun 2023 t¢lah
masyarakat korban bencana diberikan bantuan kebutuhan daskar.
2. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Analis capaian kinerja pada sasaran kedua dapat di lihat pada tgble

dibawah ini.

Tabel 3.3
Analis Capaian Kinerja Sasaran 1

| Nilai IKM (Indleks Kepuasan
| Masyarakat) e e, Al Sl (i
2 | Niloi Akuntabiitas Kinerja (AKIP) | 74 68,60

Berdasarkan table standan dan ketegori pengukuran kinerja, baljwa
pada tahun 2023 persentase capaian kinerja untuk indicator Rilai
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 100 % dan untuk indicator Hilai
Akuntabilitas Kinerja (AKIP) sebesar 95,27 dengan ketegori sangat bdik.

Penyelenggaraan urusan Penanggulangan Bencana di Kabupdten
Tanjung Jabung Timur tetap masih dihadapkan kepada berbdgai
hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cendrung dinajnis,
beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:
a. Pada aspek kebijokan Penanggulangan Bencana:

1. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana Pori

pendekatan responsif ke pendekatan preventif.

2. Penanggulangan Bencana masih  bersifat  sektoral an
kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan beIoit
pengurangan resiko bencana.

b. Dalam aspek Kelembagaan
1. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan sepefti :

PUSDALOPS.
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2. Belum tersedianya pegawai yang terlatih dalam penangahan
masalah kebencanaan, antara lain Penanganan Kondisi TcmgLI

Darurat serta Pasca Bencana.

ap

3. Masih  kurangnya persamaan persespi  terhadap  progfam

kegiatan kebencanaan antar SKPD terkait.

c. Dalam aspek Ketugasan:

1.

Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan dara
yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
Fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yging
mumpuni belum tercipta secara baik.
Paradigma penanganan bencana yang masih cenderpng
bersifat  responsive  sehingga  menimbulkan  dampak
penggunaan biaya dan personil yang besar.
Belum terciptanya Standar Penilaion Pasca Bencana dajam
upaya pelaksanaan Rehabilitasi dan rekonstruksi.

Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, junjlah
anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, pr;Lnil

yang kurang terlatih.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yging

dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan didtasi

dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau menimalisir masdlah

antara lain ;

a. Mengoptimalkan Pegawai yang ada sehingga dapat mendukng

pelaksanaan program/kegiatan kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
b. Menata dan menginventarisir potensi bencana yang biasa 1e]adi

diwilayah  Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  sehin

ga

mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi ligtas

sekforal yang nantinga dapat  mendukung percepcgan

penanggulangan bencana

C. Mengajukan permohonan peralatan dasar dakm

penanggulangan bencana ke Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) untuk membantu penanganan PenanggulcnI
Bencana yang terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur.
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d. Melakukan pelatihan terhadap Team Reaksi Cepat (TRC) sehingga
TRC ini bisa membantu dalam penanggulangan bencana y ing
terjadi di Kab.Tanjung Jabung Timur

Penyebarluasan informasi  potensi bencana yang bisa terjadi | ke
masyarakat  dengan  melakukan  sosialisasi,  pembuatan  bdliho
penanggulangan bencana, poster-poster serta himbauan melalui chh

dan kepala desa setempat.

at

Tabel 3.4
DATA KEJADIAN BENCANA TAHUN 2019 DAN 2023
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

No TAHUN JLH JLH KK JEH JIWA JYTNJéwDAi
KEJADIAN KEJADIAN ' TERDAMPAK = TERDAMPAK TOLONG
1 2020 23 50 19 19 100%
2 2021 22 163 533 533 100%
3 2022 2 61 141 141 100%
4 2023 53 106 296 296 100%
JUMLAH 67 274 793 793

Dari tabel di atas dapat terihat data bencana yang teradi di
Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurun waktu 2020 s.d 2023, dimana jumlah
jiwa yang terdampak akibat bencana di tahun 2020 sebanyak 119 forang,
tahun 2021 sebanyak 533 orang, tahun 2022 sebanyak 141 orang dar] tahun
2023 sebanyok 296 Orang. Dari jumlah masyarakat yang terdamgpak ini
semuanya sudah mendapatkan bantuan berupa kebutuhan dasar ddn bagi
masyarakat yang tempat tinggalnya terkena musibah mendapatkan
bantuan dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
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C. Penugasan/Kegiatan Lain

Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabypaten
Tanjung Jabung Timur tidak mendapatkan tugas tambahan.

D. Realisasi Keuangan

Secara keseluruhan total belanja Badan Penanggulangan Be[ccmo
Daerah Tahun 2023 dialokasikan dana sebesar Rp. 5.564.485.465,- ter
sebesar Rp. 5.446.213.567 - atau terealisasi sebesar 97,87%.

ealisasi
Gambaran atas penguna dana APBD pada Badan Penanggulpngan

Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun anggarap 2023
sebagai berikut :
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Tabel 3.5

Realisasi Fisik Kevangan Tahun 2023

URAIAN

SiLPA

2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000 24917000 9967 83.000

1 | Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN " 21695 997 678 2663 972 466 98,81 32025212

2 |Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas 669.270 300 667 100.000 | 9968 2170.300
Keuangan SKPD

1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beseria Alribut 38.826.000 38.R25.000 | 10000

2| Pendidikan dan Pelathan Pegawai Berdasarkan Tugas 20 .000.000 20000000 | 100,00

3 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 12.900.000 10.080.000 2820000

2 56 089 063 48.857 175 8711 7231888
3 | Penyedia Barang Celakan dan Pengandaan 41.013.250 39062600 | 9524 1.950 650
4 | Penyediaan Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang- 3 500000 3.500000 | 100,00 -
5 | Fasililasi Kunjungan Tamu 4.990.000 4984175| 9988 5.825
6 | Penyelenggaraan Rapal Koordinasi dan Konsultasi SKPD 110.000.000 109 877 961 99,89 122049
1 |Pengadaan Kendaraan Dinas Ops 26 000 000 19.350.000 7740 5650000
2 |Pengadaan Peraialan dan mesin BOB 960 236687 500 | 9829 4.121 460
3 |Pengadaan Gedung Kanlor atau 000 105505000 9953 495 D00
1 | Penyedia Jasa Surat Menyurat 4000 000 4000000 | 100,00 -
2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya listrik dan Air| 60.000.000 49742318 | 8290 10.257 682
1 | Penyediaan jasa Pemefiharaan, Biaya Pemeliharaan dan 201 950 000 180541375 | 89,38 21448625

Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Alau Kendaraan

Dinas Jabatan
2 | Pemaeliharaan Peralalan dan Mesin Lainnya 12 600 000 12600000 | 10000 -
1 | Palatihan dan i Bencana 20947.784 18066384 | 8624 2 881400
2 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasaranal 104.039.200 93208980 | 8968 10.740.220
3| Pangslolaan Resiko Bencana kabupaten 10112600| 10082690 | 9970 29910
4 | Pengualan Kapasitas Kawasan uniuk dan 59 563.830 57.174.930 | 9599 2386 900
5 | Penangganan Pascabencana Kabupaten 35900 000 34984470 9745 915530

47 600 400

45227100

95m

4.000 D00

3995.000

99,88
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Dari data di atas dapat dilihat Anggaran pada Badan Penanggulbingan

Bencana Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur mempunyai pagu anggaran

sebesar Rp. 5.564.485.465,- dengan realisasi sebesar Rp.5.446.213.567}F atau
terealisasi sebesar 97,87 % dengan SILPA anggaran sebesar Rp. 118.271|898 -

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Pada program ini di alokasikan dana sebesar Rp. 4.442.591.051 .- tergalisasi

sebesar Rp. 4.351.974.831 - atau 97,96% yang meliputi:

a. Kegiatan perencanaan penganggaran dan  evaluasi - kineria

s,

terealisasi Rp. 130.473.271,- atau sebesar 98,25 %, dengan fincian

perangkat daerah dialokasikan dana sebesar Rp. 132.7

sebagai berikut:

- penyusunan  dokumen  perencanaan  perangkat aerah
dialokasikan dana sebesar Rp. 107.790.800,- tereoliscI Rp.
105.556.271,- atau sebesar 97,93%

- evaluasi kinerja perangkat daerah dialokasikan dana sebefar Rp.
25.000.000,- terealisasi Rp. 24.917.000,- atau sebesar 99,67%

b. Administrasi keuangan perangkat daerah dialokasikan dana sgbesar
Rp. 3.365.267.978,- teredlisasi Rp. 3.331.072.466,- atau sebesar 98,98 %,

dengan rincian sebagai berikut:

- Penyedia gaiji dan tunjangan ASN dialokasikan dana sebefar Rp.
2.695.997.678 .- terealisasi Rp. 2.663.972.466,- atau sebesar 98,8] %

- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keupingan
SKPD dialokasikan dana sebesar Rp. 669.270.300.- Tereoli:r
667.100.000,- atau sebesar 99,68 %

c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah dialokasikan | dana
sebesar Rp. 71.725.000,- terealisasi Rp. 68.905.000,- atau sebesar 46,07 %
dengan rincian sebagai berikut:

si Rp.

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut  kelengkagannya
dialokasikan dana sebesar Rp. 38.825.000,.- 1erec:||iscj:J Rp.
38.825.000,- atau sebesar 100%

- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan| fungsi

Rp.

dialokasikan dana sebesar Rp. 20.000.000,- terealisa
20.000.000,- atau sebesar 100%

- Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan, dana sebesor Rp.
12.900.000.- terealisasi Rp, 10.080.000,- atau sebesar 78,14%

30 | Lake BPED 2023




d. Administrasi umum perangkat daerah dialokasikan dana sebe{rr Rp.
222.408.313,- terealisasi Rp. 213.097.901,- atau sebesar 95,81%
rincian sebagai berikut:

ngan

- Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan |kantor
dialokasikan dana sebesar Rp. 6.816.000,- teredlisasi Rp. 6.816.000,-
atau sebesar 100%

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dialokasikar| dana
sebesar Rp. 56.089.063,- teredlisasi Rp. 48.857.175,- atau sebesar §7,11 %

- Penyedia barang cetakan dan penggandaan dialokasikan| dana
sebesar Rp. 41.013.250,- terealisasi Rp. 16.032.822,- atau sebesar 100%

- Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undpingan
dialokasikan dana sebesar Rp. 3.500.000,- terealisasi Rp. 3.5(£.000.~
atau sebesar 100%

- Fasilitasi kunjungan tamu dialokasikan dana sebesar Rp. 4.9940.000,-
terealisasi Rp. 4.984.175,- atau sebesar 99,88 %

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dialoRasikan
dana sebesar Rp. 110.000.000,- teredalisasi Rp. 109.877.951.{ atau
sebesar 99.89%

e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah gaerah
dialokasikan dana sebesar Rp. 371.808.960,- terealisasi Rp. 36].512.500,—
atau sebesar 97,24 %, dengan rincian sebagai berikut:

- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan dialoHasikan
dana sebesar Rp. 25.000.000,- terealisasi Rp. 19.350.000,- atau SI)
77 ,40%
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dialokasikan dana s¢besar
Rp. 240.808.960.- terealisasi Rp. 236.687.500,- atau sebesar 94,25%}
- Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dialokasikar] dana
sebesar Rp. 106.000.000,- terealisasi Rp. 105.505.000,- atau s¢besar
99.53 %.
f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dialokasikan
dana sebesar Rp. 64.000.000,- terealisasi Rp. 53.742.318,- atau slf
83,97%, dengan rincian sebagai berikut:

besar

besar

- Penyedia jasa surat menyurat dialokasikan dana sebesdr Rp.
4.000.000.- terealisasi Rp. 4.000.000,- atau sebesar 100%
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air dialokasikan

dana sebesar Rp. 60.000.000,- terealisasi Rp. 49.742.318,- atau s¢besar
82,90 %
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g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah diaerah

dialokasikan dana sebesar Rp. 214.590.000,- terealisasi Rp. 193.141.375,-

atau sebesar 90,00%, dengan rincian sebagai berikut:

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas  jdbatan
dialokasikan dana sebesar Rp. 201.990.000,- terealisasi Rp. 180.541.375,-
atau sebesar 89,38%

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dialokasikan dana skbesar

Rp.

2. Program Penanggulangan Bencana

12.600.000,- teredlisasi Rp. 12.600.000,- atau sebesar 100%

Pada program ini di alokasikan dana sebesar Rp. 1.121.894.414. - tergalisasi

sebesar Rp. 1.094.238.736.- atau 97,53% yang meliputi:

a. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap behcana

dialokasikan dana sebesar Rp. 230.563.414.- terealisasi Rp. 213.64(
atau sebesar 92,65% dengan rincian sebagai berikut:

b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dialok
dana sebesar Rp. 800.451.000,- terealisasi Rp. 791.188.850 1
sebesar 98,84 % dengan rincian sebagai berikut:
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Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dialokasikan

7.454,-

dana

sebesar Rp. 20.947.784,- terealisasi Rp. 18.066.384,- atau sgbesar

86,24 %.
Pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan pra

arana

kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota dialodasikan

dana sebesar Rp. 104.039.200,- terealisasi Rp. 93.298.980,
sebesar 89,68 %

atau

Pengelolaan risikko bencana kabupaten/kota dialokasikan
sebesar Rp. 10.112.600,- terealisasi Rp. 10.082.690,- atau s
99.70 %

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk  Pencegahan
Kesiapsiagaan, dialokasikan dana sebesar Rp. 59.56
terealisasi Rp. 57.174.930,- atau sebesar 95,99 %.
Penanganan pascabencana kabupaten/kota dialokasikan

dana
ebesar

dan
3.830.-

dana

sebesar Rp. 35.900.000,- terealisasi Rp. 34.984.470,- atau s¢besar

97.45 %

asikan
atau




- Respon cepat darurat bencana Kabupaten / Kota dialoRasikan
dana sebesar Rp. 710.365.000,- terealisasi Rp. 707.753.400} atau
sebesar 99,63 %

- Pencarian, pertolongan dan evakuasi  korban  behcana
kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 38.485.600,.-
terealisasi Rp. 34.213.350,- atau sebesar 88,90%

- Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban beghcana
kabupaten/kota dialokasikan dana sebesar Rp. 47.61.400.-

terealisasi Rp. 45.227.100,- atau sebesar 95,01%

- Respon cepat bencana non alam Epidemi/Wabah FInyaki’r
i Rp.

diclokasikan dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealis
3.995.000,- atau sebesar 99,88 %.

c. Penataan sistem dasar penanggulangan bencana dialokasikag dana
sebesar Rp. 90.880.000,- terealisasi Rp. 89.442.432,- atau sebesarB7,60%
dengan rincian sebagai berikut:
- Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota dialokasikan

dana sebesar Rp. 92.600.000,- terealisasi Rp. 81.120.0004 atau
sebesar 87,60%

E. Perbaikan Perencanaan Kinerja

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Dderah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak melakukan perubghan
perencanaan kinerja, sehingga kinerja yang sudah targetkan diawal tghun
itu yang akan dicapai sampai akhir tahun 2023.
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BAB IV
PENUTUP

Loporom kinerjla  merupakan  media  pertanggungjawaban  Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur |dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahuph 2023

capaian kinerja oufcome program menunjukkan rata-rata sebesar 100%) Dana

yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabgpaten
Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan seluruh kegiatan adalah seblsor Rp
5.446.213.567 - atau 97,87% dari anggaran sebesar Rp 5.564.485.445.- [Target
kinerjia outcome maupun output yang telah ditetapkan pada Renstra 2041-2026
secara keseluruhan dapat disimpulkan tercapai.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengembangkan diri untudk OPD
yang membidangi Penanggulangan Bencana. Pembinaan dan peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai aset utama dalam mefcapai
keberhasilan untuk mewujudkan visi, dan misi terus ditingkatkan. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timud akan
menyusun strategi pencapaian kinerja dengan upaya memecahkan sekG'I antar
unit kerja, menyatukan seluruh pegawai, dan memperkuat kerjasama.

Secara umum dari misi yang telah ditetapkan telah terlaksana dengah baik.

Hal ini terlihat dari hasil pengukuran pada tingkat saran yang rata-ratq telah

mencapai target yang telah diharapkan. Keberhasilan ini juga telah diqukung
penuh oleh seluruh anggota organisasi satuan kerja perangkat daerah | SKED).
Walaupun secara umum kinerja SKPD Badan Penanggulangan Behcana
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif telah melaksanakan kegiatan
sesuai dengan RKT dan akuntabilitas keuangan, tidak berarti tidak ada
permasalahan.
LAKIP ini masih memerlukan Penyempurnaan-penyempumaan teritama
dalam menganalisis kinerja organisasi, oleh kama itu masukan-masukan| positif
bagi penyempurnaan dan pengembangan sistim  Akuntabilitas  Pulplik  di
Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Téinjung
Jabung Timur sangatlah diperlukan, sehingga implementasi  system | LAKIP
diharapkan akan lebih baik dimasa yang akan datang.
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Tanjung Jabung Timur memuat sasaran yang ingin dicapai melalvi

Rencana kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabppaten

proses

penetapan kegiatan tahunan dari indikator program, kebijakan dan asaran

yang telah di tetapkan dalam rencana startegis yang menghasilkan rgncana

kerja, ada pun Rencana Kinerja pada tahun 2023 yaitu:
1;

10. Terwujudnya inventarisasi data, informasi dan koordinasi dalam upay

ada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung
Timur bertekad untuk terus meningkatkan kinerja sebagai perwujud
pertanggungjawaban amanah yang diemban.
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Terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya dan pelayanan aparatur

yang handal dan tangguh;

Jumlah aparatur  yang mengikuti  bintek relawan  dan aparatur

penanggulangan bencana (PB);
Terwujudnya koordinasi, singkronisasi dan kerjasama yang efektif
pelaksanaan program PB serfa peningkatan kinerja aparatur
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
Persentase pelaksanaan kegiatan rakor BPBD kab/kota se-Proving
dalam penyelenggaraan PB

dalam
dalam

Jambi

Persentase pemanfaatan rapat kerja tim koordinasi PB Daerah Provingi Jambi

dalam penanganan penyelenggaraan PB di Provinsi Jambi
Meminimalisir kerugian akibat bencana dengan melakukan Penc
dan kesiapsiagaan
Adanya tim pengarah penanggulangan bencana di BPBD Kab.
Jabung Timur

Egahan

Tanjung

Terwujudnya penanganan darurat dan logistic secara cepat, tepaf, efektif

dan efesien dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak bengana

Terwujudunya aparatur penanggulangan bencana antara lintas SKLD yang

mempunyai kemampuan dan keahlian dalam penanggulangan
yang terjadi di Kab. Tanjung Jabung Timur.

rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

ncana

ra untuk

Akhimya, dengan memahami berbagai kendala dan keterbatasgn yang

Jabung

an dari




